
Sementara itu, guna meng-

atasi banjir yang masih melan-

da bagian wilayah Kota Se-

marang, Kementerian PUPR

mendatangkan bantuan pom-

pa untuk menyedot genangan

di daerah Kaligawe. "Hari ini

saya datangkan pompa dari

Balai Besar Wilayah Sungai

(BBWS) Bengawan Solo, dari

Yogya, (BBWS) Serayu-Opak,

dari Cimanuk, dan dari DKI

Jakarta," kata Basuki Hadi-

muljono.

Penyediaan dukungan pom-

pa penyedot air berkapasitas

besar diharapkan dapat mem-

percepat penanganan banjir di

Kaligawe, yang mencakup

jalur jalan di Pantai Utara Kota

Semarang. "Paling lambat be-

sok sudah bisa kering jalan itu,"

kata Basuki.

Dijelaskan, penanganan

banjir di Kota Semarang di-

lakukan menggunakan sistem

polder, yang mencakup area

Semarang Barat, Semarang

Tengah, serta Semarang

Timur, yang terdiri atas

Tenggang dan Sringin. Sistem

polder tersebut semula digu-

nakan untuk mengatasi banjir

rob. "Sekarang rob sudah ter-

tangani, apalagi nanti kalau

ada jalan tol dengan tanggul

laut. Ini penanganan banjir dari

hulu," katanya.

Dijelaskan pula, Kemen-

terian PUPR akan membantu

membangun delapan pintu air

di Rumah Pompa Kali

Tenggang dan enam pintu air

di Rumah Pompa Kali Sringin

untuk mengatasi banjir di

Semarang. "Pintu ini dibuka tu-

tup sesuai pasang surut. Nanti,

kalau airnya pasang pintu ditu-

tup. Kalau ada pintunya, begitu

pasang kita tutup, kalau surut

baru kita buka sehingga air

bisa mengalir," katanya.

Kapolsek Genuk Semarang

Kompol Ris Andrian menyam-

paikan, kendaraan berukuran

kecil masih disarankan untuk ti-

dak melintas di Jalan Raya

Kaligawe Semarang yang

merupakan Jalur Pantai Utara

Jawa Tengah yang meng-

hubungkan wilayah Kota Se-

marang menuju Demak, Ku-

dus, dan Jepara, meski genan-

gan banjir di kawasan tersebut

sudah mulai surut pada Se-

lasa. "Untuk kendaraan-ken-

daraan besar saja yang melin-

tas, untuk kendaraan yang ber-

ukuran kecil disarankan untuk

sementara tidak melintas,"

katanya.              (Ant/San)-d

KR-Antara/Aloysius Jarot Nugroho

KURSI RODA OLAHRAGA: Perajin memasang roda saat membuat alat olahraga kursi roda balap difabel di Butuh,
Sidowarno, Wonosari, Klaten, Jawa Tengah, Selasa (3/1). Produksi alat olahraga kursi roda balap, kursi roda bulu-
tangkis, dan kursi roda basket untuk difabel yang terbuat dari bahan aluminium itu dijual seharga Rp 10 juta-Rp 25 juta
tergantung jenisnya dan telah memenuhi permintaan ke berbagai daerah di Indonesia. 
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Ketika digitalisasi kian menguat dan

semakin jamak familiar di masyarakat,

publik tergerak untuk menikmati.

Secara perlahan kehadiran media cetak

ditinggalkan. Fakta ini juga diperparah

saat keperilakuan secara jamak justru

semakin menjadikan �membaca online�

merupakan kebiasaan yang kemudian

menjadi habit.

Keyakinan itu terlihat di semua area

dan setidaknya beberapa waktu lalu

masih nyaman terlihat orang menunggu

antrean apapun sambil membaca koran

cetak. Kini era online menggantikan se-

mua keperilakuan tersebut. Apalagi

hadir smartphone yang benar-benar

multifungsi. Kian mampu mengubah

keperilakuan secara jamak. Sehingga,

sangatlah beralasan jika keperilakuan

membaca media cetak tergerus oleh

keperilakuan digital.

Belajar bijak dari matinya satuper

satu koran cetak maka beralasan jika

tema peringatan Hari Pers Nasional ke-

73 pada 9 Februari 2019 lalu yaitu:

�Pers Menguatkan Ekonomi

Kerakyatan Berbasis Digital� dire-

nungkan kembali. Artinya, kehadiran

digitalisasi memang secara konkret

harus dihadapi dan banyak yang mem-

prediksi bahwa pertumbuhan media

cetak stagnan yang kemudian mati

karena kompetisi dan digitalisasi.

Sebuah survei terhadap konsumsi

Indonesia terhadap media cetak di

tahun 2006 sudah mengungkap hasil-

nya bahwa konsumsi masyarakat ter-

hadap media cetak cenderung menu-

run. Penurunan konsumsi itu terjadi di

hampir semua media cetak, baik ma-

jalah, tabloid, atau koran. Penurunan itu

dipengaruhi kondisi ekonomi, seperti in-

flasi dan rendahnya daya beli. Yang

menggembirakan dari 25.000 respon-

den yang disurvei di 16 provinsi, realitas

penurunan daya beli itu tidak mempe-

ngaruhi minat baca dan sekitar 15 juta

masyarakat masih memilikiminat baca. 

Beralasan jika sejumlah pakar me-

nyatakan bahwa proses persaingan di

bisnis media, terutama media cetak

akan semakin ketat. 

Sejumlah praktisi justru menegaskan,

persaingan bisnis media cetak baru

hanya mungkin dimenangi media yang

bisa membuat segmentasi pembaca

yang lebih spesifik. Segmentasi sangat

diperlukan untuk melayani kebutuhan

konsumsi masyarakat yang kian sem-

pit. Artinya cukup sulit bagi media baru

merebut pasar dengan segmentasi

layanan yang general kecuali bagi me-

dia yang sudah menjadi market leader.

Hal ini juga menguatkan argumen bah-

wa media akan tergerus kompetisi dan

digitalisasi.

(Penulis adalah Dosen Pascasarjana

di Universitas Muhammadiyah

Surakarta)-d

Kendati demikian, pihaknya siap berte-

mu dengan perwakilan pedagang.

Bahkan Sultan sudah menyiapkan per-

tanyaan untuk perwakilan pedagang

tersebut. 

"Katanya mereka mau ketemu sama

saya, tapi saya belum baca suratnya.

Jadi kalau mereka benar mau ketemu

sama saya silakan saja. Nanti akan

saya tanya berani tidak mereka menge-

luarkan pernyataan soal sewa itu. Kalau

benar terus duit itu keluar (membayar

uang sewa) ke siapa?" tegas Sultan.

Sultan mengungkapkan, kawasan

Jalan Perwakilan sempat dikosongkan

dari aktivitas perdagangan sebelum

masa pandemi Covid-19. Karena

Kraton Yogyakarta memutuskan untuk

tidak memperpanjang Serat Kekan-

cingan untuk pemanfaatan lahan di

kawasan tersebut kecuali pada bangun-

an sebelah Barat atau Restoran Legian

di Malioboro. Namun kenyataannya ba-

ngunan di Jalan Perwakilan tetap digu-

nakan untuk berjualan oleh pedagang.

Pihaknya juga tidak mengetahui

bagaimana pedagang bisa berjualan di

sana padahal bangunan-bangunan di

kawasan itu sudah dikunci. Begitu pula

dengan para pelaku usaha yang mem-

bayar sewa. 

"Dulu, itu yang ada di situ seperti

Optik Akur dan sebagainya itu ada di

situ. Karena disuruh pindah, mereka

pindah semua, sehingga kosong, dikun-

ci, hanya tinggal yang sebelah Barat

yang kebakar (Restoran Legian). Saat

mereka bisa masuk ke situ saya diam

saja, itu bongkar atau gimana? Kalau

ada yang narik duit, ya sapa sing narik?

(Siapa yang menerima uang sewa),"

ungkap Sultan.

Sementara Penjabat (Pj) Walikota

Yogyakarta Sumadi mengungkapkan,

proses relokasi pedagang di kawasan

Jalan Perwakilan sudah menjadi kesep-

akatan bersama. Bahkan dulu ditar-

getkan akhir Desember 2022 harus su-

dah bersih. Karena kebijakan relokasi

itu untuk kepentingan bersama, pihak-

nya berharap semua pihak bisa men-

taati aturan dan kesepakatan yang su-

dah ada.

"Proses relokasi sudah disepakati,

kesepakatan kan dulu akhir Desember

2022. Jadi Januari 2023 ini harus bersih

semua," ujarnya. (Ria)-d

Hasil pengembangan, tersangka SIP

residivis di Tegal dengan kasus serupa

dan JN residivis Cipinang dengan kasus

yang sama dan residivis di Sulsel dalam

perkara narkoba.

KPK menyerahkan sepenuhnya pro-

ses hukum tersebut kepada Polda DIY,

termasuk mendalami motif pencurian

tersebut. Menurut Kepala Bagian

Pemberitaan KPK, Ali Fikri, lembaga anti-

rasuah ini juga telah mengirimkan tim ke

Yogyakarta. Langkah itu dilakukan untuk

berkoordinasi dengan Polda DIY setelah

terjadinya peristiwa tersebut.

Diterangkan Ali, pascakejadian itu, em-

pat personel tim unit reaksi cepat KPK

telah dikirim ke Yogyakarta. Hal ini untuk

melakukan pendampingan terhadap pe-

gawai dan termasuk berkoordinasi de-

ngan pihak kepolisian.

Sebagaimana diberitakan, kasus pen-

curian tersebut terjadi pada Sabtu

(24/12/2022) siang. Terduga pelaku pen-

curian itu turut membawa laptop atau

komputer jinjing dan sejumlah berkas.

Jaksa tersebut, menurut Ali, meru-

pakan kepala satuan tugas (kasatgas)

penuntutan yang sedang menangani be-

berapa perkara, salah satunya perkara

mantan Walikota Yogyakarta Haryadi

Suyuti. KPK, kata Ali Fikri, meyakini data-

data yang ada di dalam komputer jinjing

jaksa tersebut tidak mudah dibobol. Hal

ini, karena sistem di KPK agak susah

dibuka. 

"Harapannya, tidak sampai kemudian

kalau memang itu berkaitan dengan data

di laptop, ya tidak bisa keluar," kata Ali

Fikri. (Ayu/Ful)-d
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JAKARTA(KR) - KPK menyampaikan kepri-

hatinan atas adanya aparat penegak hukum

yang seharusnya mengemban amanah untuk

menegakkan norma-norma hukum yang

berlaku, tetapi justru melakukan praktik korupsi

dengan menerima suap dan gratifikasi dari pi-

hak berperkara. Hal ini tentu telah mencederai

marwah hukum di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri saat

jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK

Jakarta, Selasa (3/1). Menurutnya, penangan-

an kasus Bambang Kayun (BK) tersebut men-

jadi wujud komitmen KPK dalam pemberantas-

an korupsi. Hal itu sebagaimana lima fokus

area yang mencakup korupsi terkait sumber

daya alam, korupsi dalam bisnis, korupsi dalam

politik, korupsi penegakan hukum, dan korupsi

layanan publik. "Di mana korupsi kelima sektor

tersebut menyangkut hajat hidup orang

banyak, mempunyai tingkat risiko korupsi yang

tinggi serta berpotensi merugikan keuangan

negara ataupun perekonomian nasional. KPK

menyampaikan komitmen untuk menuntaskan

setiap perkara yang ditangani KPK," ujar Firli.

Firli juga menyampaikan terima kasih kepa-

da Kapolri dan segenap insan Polri yang telah

membantu KPK dalam mengusut kasus BK

tersebut. "Kami ingin sampaikan pada kesem-

patan ini, KPK menyampaikan terima kasih

kepada Kapolri dan segenap insan Polri yang

telah membantu terkait lancarnya proses pe-

nyelidikan, penyidikan sehingga hari ini ter-

ungkap menjadi terang benderang peristiwa

tindak pidana korupsi berupa suap dan grati-

fikasi yang dilakukan atas nama tersangka BK,"

katanya.

KPK telah menetapkan BK sebagai tersang-

ka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pe-

malsuan surat dalam perkara perebutan hak

ahli waris PTAria Citra Mulia (ACM). KPK men-

duga BK menerima suap dan gratifikasi de-

ngan nilai total Rp 56 miliar dan satu unit mobil

mewah. KPK juga telah menahan BK selama

20 hari pertama sejak 3 Januari 2023 sampai

dengan 22 Januari 2023 di Rutan KPK pada

Pomdam Jaya Guntur Jakarta.

Tersangka BK disangkakan melanggar

Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau

Pasal 11 dan 12B Undang-Undang Nomor 31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah de-

ngan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. 

(Ant/Has)-d

RESMI JADI TAHANAN KPK

BK Terima Suap Rp 56 M dan Mobil Mewah

Ditambahkan, pihaknya bertekad men-

jadikan kasus dugaan tindak pidana korup-

si tersebut sebagai pelajaran untuk pem-

benahan di lembaga peradilan ke depan-

nya. 

Sementara di sisi lain, Syaifuddin

menyadari saat reformasi peradilan di-

lakukan maka konsekuensinya adalah

pembersihan di tubuh lembaga. Namun,

hal itu ibarat buah simalakama karena di-

hadapkan dua pilihan yang sama-sama

berat.

Dikatakan demikian, karena oknum

yang ditindak KPK atau Badan

Pengawasan MA merupakan rekan se-

jawat yang telah diingatkan berulang kali

baik dalam rapat internal maupun kegiatan

pembinaan. Sayangnya, mereka tetap

nekat menyimpang sehingga tidak ada pili-

han selain menindak tegas. 

"Dan kalau dibiarkan, akan merusak

lembaga peradilan. Selain itu merugikan

kepentingan para pencari keadilan,"

ujarnya. (Ful)-f

Pemilu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sambungan hal 1

Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, Pemilu 14 Februari

2024 adalah harga mati.

Hal tersebut ditegaskan Ketua Umum  PP

Muhammadiyah Haedar Nashir usai menerima

silaturahmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI di

Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah

Menteng Jakarta Pusat, Selasa (3/1). Hadir Ketua

KPU, Hasyim Asy'ari beserta jajarannya.

"Artinya KPU menjamin berdasarkan konstitusi

di mana dalam pandangan KPU selain langsung

umum bebas dan rahasia serta jujur dan adil (lu-

ber jurdil), pemilu dilaksanakan lima tahun sekali.

Hal itu sesuai UUD 1945. Tidak perlu lagi

mengambangkan wacana-wacana yang tidak

perlu," tegas Haedar. 

PP Muhammadiyah menyampaikan kepada

pimpinan KPU, tugas melayani dan menyeleng-

garakan pemilu itu mulia dan berat tanggung

jawabnya.  Pesan kedua, lanjut Haedar,

menyampaikan harapan, selain pemilu luber jurdil

dan pasti 5 tahun, juga ada suasana nyaman,

aman, gembira dan berkualitas (proses hingga

hasilnya). "Gembira itu agar kita ketika masuk ke

bilik suara  tidak saling bersitegang, berhadap-

hadapan tetapi nikmati sebagai sebuah kontes-

tasi yang mengeluarga," ucap Haedar. 

Ketiga, sesuai amanat Muktamar Muham-

madiyah di Solo, sistem pemilu, sambil menung-

gu ketetapan dari MK, berharap tidak lagi ada

pembelahan politik di tubuh bangsa ini. 

"KPU, Muhammadiyah, parpol, pemerintah

dan berbagai komponen bangsa, termasuk te-

man-teman dari media, mari ciptakan sejak dari

sekarang, pembelahan politik itu sudah harus

menjadi masa lampau," ajak Haedar. 

Poin keempat, menurut PP Muhammadiyah,

berbagai proses administrasi, persiapan dan se-

bagainya yang indikator ini sudah memastikan

tentang pemilu dimulai, harus ada kesadaran

kolektif, kesadaran politik bersama, pemilu adalah

ajang untuk membangun persatuan bangsa, ke-

majuan dan pemilu harus menjadi titik di mana

berdemokrasi itu betul-betul bukan hanya mem-

perebutkan kursi. Tetapi ada hikmah kebijak-

sanaan. Siapapun nanti yang menang dan men-

duduki posisi di pemerintahan dan legislatif, itu

amanat terbesar dan terberat, bukan sesuatu

yang harus dirayakan dengan pesta pora, tetapi

sebagai tanggungjawab yang luhur tapi berat.

Ketua KPU Hasyim Asy'ari pada forum itu

menyadari, lembaga yang dipimpinnya dalam

menyelenggarakan pemilu tentu dengan tugas

tanggung jawab begitu besar, tidak bisa berjalan

atau bekerja sendirian. Oleh karena itu, pihaknya

harus meminta bantuan, minta pertolongan kerja

sama dengan berbagai macam pihak. Salah sa-

tunya ormas Muhammadiyah.

(Fsy)-f


